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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
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Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 30 Januari 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Februari 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 12 Maret 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 6 Maret 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Perubahan Tahun 2013 terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 26 Maret 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, 3 April 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

22 Juli 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 April 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 3 April 2014. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 14 Mei 

2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

19 Mei 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 Mei 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 Mei 

2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Mei 

2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Mei 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 3 Juli 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 

September 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 September 2014. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

9 Oktober 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 16 Oktober 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

22 Oktober 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Pertani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 5 November 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 11 November 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

23 Desember 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Desember 

2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Januari 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 

Februari 2015. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, 26 Februari 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 25 Maret 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 28 April 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 26 Mei 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Juni 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

8 Juli 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 9 Juli 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 9 Juli 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Negara terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 Juli 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Negara terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 Juli 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

4 Agustus 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

22 September 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 September 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 September 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 

September 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 

September 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
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Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 29 September 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 29 September 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 7 Oktober 

2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 

November 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 11 November 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tetang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 10 Desember 2015. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 10 Desember 2015. 

Kebijakan Pemerintah 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Program 

Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014. 
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Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor: 

017/MPK/SE/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Kebijakan Transisi 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.  

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 472.11/2304/SJ  tentang Tindak 

Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-X/2013 tanggal 6 

Mei 2013. 

Surat Edaran Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1/Menhut-

II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomr 35/PUU-X/2012 

tanggal 16 Mei 2013. 

Surat Edaran Nomor: 554/KPU/VIII/2013 tentang Penjelasan Terkait Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013. 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2012 tentang Pedoman 

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas 1 Tahun secara Kolektif. 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengajuan 

Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. 

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/Men/I/2015 
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